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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya 

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Illegal 

Fishing Di Perairan Kota Gorontalo telah dilaksanakan sebagaimana 

amanat dari undang-undang.  Dalam rangka penegakan hukum illegal 

fishing di perairan Kota Gorontalodi lakukan denganpengawasan berupa 

pemeriksaan kelengkapan perizininan  terhadap orang atau kapal yang 

diduga melakukan tindak pidana. 

2. Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Illegal 

Fishing Di Perairan Kota Gorontalo megalami beberapa hambatan. 

Hambatan tersebut antara lain: 

a. Sumber daya manusia yang terbatas yang dalam hal ini personil 

pengawas perikanan di lapangan dan Penyidik pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) perikanan 

b. Anggaran yang tidak memadai. 

5.2. Saran 

Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Dalam rangka untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan sumber 

daya kelautan khususnya sumber daya perikanan, serta biota laut yang 
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lain maka diharapkan agar pengawas perikanan lebih meningkatkan 

kinejanya dengan melakukan penegakan hukum yang maksimal terhadap 

dugaan terjadinya tindak pidana perikanan dalam wilayah kerjanya.  

2. Untuk lebih memaksimalkan pengawasan pemerintah daerah dalam 

penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang perikanan maka 

diperlukan pengadaan dana untuk melakukan pengawasan. 
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